PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang :

DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

a. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi
kependudukan memberi perlindungan dan pengakuan terhadap
status hukum pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwva penting yang didami oleh
penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar
Kabupaten Polewali Mandar sesuai Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan;

Mengingat

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Informasi
Administras Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu dilakukan peninjauan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribus Administras
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembebasan Biaya Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kelahiran
Anak di Kabupaten Polewali Mamasg;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l di Sulawes (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3474);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawes Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 569);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3562);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh
kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tanbahan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewai Mandar Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan
BUPATI POLEWALI MANDAR
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;

Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Polewali;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sebagai organisasi perangkat daerah
yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan administrasi kependudukan;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Polewali Mandar;
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Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagal perangkat daerah Kabupaten
Polewali Mandar dalam wilayah kecamatan;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia;

Administrasi  Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informas penduduk serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain;

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat
SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitas pengelolaan informasi administrasi
kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas K ependudukan dan Catatan
Sipil sebagai satu kesatuan;

Penduduk Kabupaten Polewali Mandar adalah Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten
Polewali Mandar Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

Penduduk Miskin adalah orang yang dalam kondisi  ketidak
mampuan/ketidakberdayaan manusia atau masyarakat (laki-laki atau
perempuan) dan atau keluarga untuk memenuhi hak-hak dasar,
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan
humanis.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di
Kabupaten Polewali Mandar;

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
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WNI Tinggal Sementara adalah WNI yang bertempat tinggal di luar domisili
atau tempat tinggal tetapnya;

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyal kekuatan hukum sebagai
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang
terstruktur sebagal hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiva kependudukan dan pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan;

Peristiwa Kependudukan adalah kegjadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas
wilayah adminitrasi pemerintahan;

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang
dialami oleh penduduk sgjak saat kelahiran;

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Data Kependudukan adalah data perseorang dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagal dari hasil kegiatan pencatatan dan pendaftaran.
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Surat Keterangan Kependudukan adalah salah satu dokumen kependudukan
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai aat bukti otentik dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Polewali Mandar;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga;

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai
hubungan darah atau tidak, yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu
bangunan, terdaftar dalam kartu keluarga dan menjadi tanggung jawab kepala
keluarga;

KepalaKeluarga adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai
hubungan darah atau tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;

c. kepaa Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lan di mana
beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesig;

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil;
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Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status
kewarganegaraan,

Pegabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran sertadilindungi kerahasiaannya;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah
Satuan Kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Pencatatan
Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang
mel akukan tugas khusus di luar domisilinya;

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung
jawvab memberikan pelayanan pelaporan peristiwva kependudukan dan
peristiwa penting serta pengelolaan dan penygjian data kependudukan di
Kelurahan;

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA
Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk padatingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama lslam;



